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KATA PENGANTAR
) AW

Sampai saat ini dipahami bahwa MUI lewat fatwanya masih
merupakan Lembaga Sosial Non Pemerintah yang paling
berpengaruh pada masyarakat di Indonesia. Tulisan Muhammad
Maulana Hamzah dalam “Millah: Jurnal Studi Agama” Vol. XVII,
No. 1 (2017) mengatakan, meskipun posisi hukum fatwa MUI tidak
mengikat, akan tetapi dalam beberapa hal, pengaruhnya cukup
signifikan bagi masyarakat, seperti kesediaan dan partisipasi
masyarakat pada program KB, pelembagan dan pengembangan
keuangan syariah, serta koreksi terhadap aqidah ummat saat
berucap dan bertindak menghadapi natal.

Di sisi lain, Ternyata dalam operasi senyap, MUI itu sudah
mulai diserang, Terorisme sudah mencoba menggorogoti MUI dari
dalam, Benteng Terakhir Penegakan Moderasi Beragama di
Indonesia itu pun terasa goyang. MUI mulai dalam sorotan, bahkan
diperbincangkan. Suatu ketika orang telah ramai-ramai
mendukung pembubaran MUI, namun di sisi lain tidak kalah
nyaringnya suara pihak yang mendukung eksistensinya. Saat itu
hari Jumat tanggal 19 November 2021, dalam berita Detik news,
Sekjen MUI Amirsyah Tambunan memberi respon, sekaligus
mengapresiasi dukungan yang disampaikan oleh masyarakat
tersebut. Dia mengatakan bahwa, Untuk diketahui, tagar
“Bubarkan MUI” ini muncul setelah Densus 88 menangkap salah
seorang pengurus MUI, Zain An Najah, terkait dugaan terorisme.
Zain An Najah kini telah dinonaktifkan dari anggota Komisi Fatwa
MUL

MUI tidaklah harus segera dibubarkan dengan
terindikasinya salah seorang terorisme menyelusup ke jantung
moderasi beragama (MUI), dan langsung ke denyut nadi
jantungnya itu (Komisi Fatwa MUI) di Indonesia. Sudah banyak
kiprahnya dalam perjalanan panjang bangsa Indonesia, Contoh
yang aktual dalam perjuangan menghadapi terpaan pandemi
COVID-19 dan dampaknya terhadap umat, di mana MUI telah
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berikhtiar dan berjibaku melalui pembahasan dan pengkajian 14
fatwa baik soal vaksin maupun soal penyelenggaraan ibadah.
Dalam konteks itulah Sekjen MUI mengapresiasi dukungan
masyarakat kepada MUI sebagai wadah musyawarah untuk
melanjutkan perjuangan bangsa agar terhindar dari perpecahan,
fitnah, dan adu domba (namimah) seperti wacana pembubaran
MUL" ujar Amirsyah.

Wacana pembubaran MUI ini sangat naif, menyesatkan dan
tidak masuk akal, dengan adanya seorang pengurus Komisi Fatwa
terduga teroris. Logikanya salah, jika ada oknum penyelenggara
negara misalnya menteri yang terduga korupsi, maka Indonesia
akan bubar, tidak itu tidak betul, Indonesia harus tetap utuh, tetapi
oknum itulah yang harus ditindak, demikian juga jika ada oknum
TNI/Polri yang melanggar peraturan-perundangan-undangan,
maka TNI/Polri tidak boleh bubar, TNI/Polri harus tetap utuh
untuk mengawal NKRI, tapi oknumnyalah yang dihukum, ujarnya.

Alhamdulillah, meskipun dalam tarap yang masih
sederhana, buku ini telah dapat diselesaikan. Dengan berbagai
keterbatasan yang ada, mulai dari kesulitan penghimpunan data
dari berbagai pihak dan tempat karena harus menerobos protokol
penanganan kesehatan yang sangat ketat, ketakutan terinfeksi
wabah covid yang masih berfluktuasi dan dalam dinamika yang
masih tinggi, ketersediaan waktu yang dialokasikan, bahkan dana
yang tersedia, sampai kepada penyajian dan analisisnya yang
kurang menukik dan kurang tajam. Semua ini adalah keterbatasan
yang telah kami sadari sepenuhnya, semoga di atas keserhanaan itu
tidak mengurangi makna kehadiran buku ini.

Buku ini berawal dari kegelisahan terhadap eksistensi, kiprah
dan pengabdian MUI terhadap umat, bahkan untuk melindungi
keutuhan NKRI. Demikian tingginya harapan terhadap MUI
membuat kita menjadi sensitif, yaitu sedikit saja terusik, maka
muncul kewaswasan tentang masa depan umat, bangsa dan agama
di Indonesia ini, apakah masih bisa tetap dalam perlindungan yang
nasionalis dan religius. Pengalaman tentang kapasitas MUI yang
ada selama ini membelah menjadi harapan dan kecemasan pada
dua sisi kemungkinan yang akan bisa terjadi, minimal apakah MUI
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bisa bertahan seperti sedia kala, kalau bisa ya semakin tanguh dan
kontributif, atau sebaliknya menjadi terdegradasi atau malah
tinggal nama (wujuduhu ka adamihi). Kondisi ini menjadi motivasi
dalam penulisan buku ini.

Syukur alhamdulillah dikumandangkan secara agung
kepada Alloh Swt. yang telah mencurahkan sungguh banyak dari
nikmatNya, akhirnya perjalanan panjang penulisan buku ini dapat
terselesaikan. Shalawat dan salam senantiasa disenandungkan
kepada Rasululloh Muhammad Saw. pembawa risalah kebenaran,
sehingga kita dapat memahami dan memberi apresiasi tentang hal-
hal yang harus dilaksanakan, termasuk dalam menyelesaikan buku
ini.

Medan, Desember 2022
Penulis.

Prof.DR. H. Pagar, M.Ag.
Prof. DR. Syaiful Akhyar, MA.
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BAB
PEMIKIRAN

A. Kapasitas MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga non
Pemerintah paling dipercaya oleh masyarakat. Survei yang
dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Indonesia
Corruption Watch yang dilakukan pada tanggal 8 s/d 24
Oktober 2018 menunjukkan MUI menempati rengking pertama
sebagai lembaga non Pemerintah yang paling dipercaya
masyarakat dengan nilai tingkat kepercayaan 73 %. Hal ini dapat
dilihat sebagai berikut;

1. MUI =73 %
2. NU =71 %
3. KPU =69 %
4. Bawaslu =67 %
5. Muhammadiyah =67 %
6. LSM/Ormas =62 %
7. Media Massa =62 %
8. Perusahaan Swasta =57 %
9. Partai Politik =50 %
10. Ombudsmen =48 %

Survei ini dilakukan lewat partisipasi 2.000 orang
responden, dengan margin of error +/-2,2 %. ! Dengan demikian

1 MUI digital, dalam https://mui.or.id /berita/24913 / survei-mui-
lembaga-non-pemerintah-paling-dipercaya-masyarakat/, diupload pada
hari sabtu tanggal 8 Oktober 2022.
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BAB
MODERASI

BERAGAMA

A. Pengertian Moderasi Beragama

Moderasi beragama adalah kata majemuk (idhafah).
Memang, dia terbentuk dari dua kata, yakni “moderasi” dan
“beragama”, namun keduanya tidak hendak dipisah lagi dalam
kajian ini. Meskipun moderasi dan beragama masing masing
memiliki arti tersendiri dalam kajian etimologis dan
terminologis, tapi kedua kata ini telah menyatu menjadi kata
majemuk, maka perpaduan ini pun membentuk makna baru
yang erat pemahamannya dengan arti kata bawaannya masing-
masing. Dengan demikian kajian ini akan senantiasa berbicara
tentang moderasi beragama sebagai pengertian yang utuh dari
perpaduan keduanya.

Untuk memudahkan pemahaman tentang makna
moderasi beragama tersebut, terlebih dahulu dijelaskan
pengertian masing-masing dari kedua kata itu. Kata moderasi
dijelaskan terlebih dahulu secara detail, demikian juga dengan
beragama, akhirnya diberi penjelasan akan perpaduan kedua
kata tersebut. Dengan demikian koherensi alur pikir dan
kemudahan pemahaman akan hal ini dapat dicapai.

Pertama, kata “Moderasi” berasal dari kata moderat, dia
memiliki arti menghindarkan diri dari prilaku atau
pengungkapan yang ekstrim atau memiliki kecenderungan pada
dimensi jalan tengah. Moderasi atau moderat berasal dari bahasa
Inggeris yang dapat dipersamakan dengan wasathiyah dalam
bahasa  Arab atau  Al-Qur'an. Karenanya, setiap
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BAB
MAJELIS ULAMA

INDONESIA (MUI)

A. Pengertian Ulama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBI) Depdiknas
(2008), ulama diberi pengertian dengan: orang yang memiliki
keahlian dalam hal agama Islam.(Tim Penyusun Kamus Pusat
Bahasa, 2008 : 1582). Selanjutnya, menurut Muhtarom (2005),
kata ulama merupakan bentukan dari kata alim, memiliki arti;
orang yang ahli dalam hal pengetahuan agama Islam. Sedang
kata alim adalah kata benda yang berasal dari kata kerja alima,
dan memiliki arti; mengerti atau mengetahui. Ulama datang dalam
bentuk jama” (plural) dari kata ‘alim), secara umum kata ulama
diartikan dengan orang yang memiliki ilmu (berilmu). Jika
dihubungkan dengan kata lain dalam bentuk idhafah, seperti
ulama hadis, ulama tafsir dan lain sebagainya maka dia memiliki
arti yang khas atau profesional di bidangnya, yakni meliputi
pengetahuan yang sangat memadai dalam bidang hadis, atau
tafsir, atau yang lainnya. (Muhtarom, 2005: 12)

Pertemuan Pemimpin Pesantren Tinggi (Al Ma’hadul Ali
al-Islami), dalam musyawarah Pimpinan pesantren se-Indonesia
telah merumuskan pengertian ulama, yaitu: “Hamba Allah Swt.
yang khasyyatullah, yaitu orang yang mengenal Allah secara
hakiki. Mereka itu adalah pewaris Nabi, pelita (suluh) umat
lewat ilmu dan bimbingannya. Juga, mereka menjadi pimpinan
dan panutan yang uswah hasanah (teladan yang baik) dalam
ketakwaan dan istiqomah. Sifat-sifat ini menjadi pondasi dalam
beribadah dan beramal saleh. Mereka adalah orang bersikap
benar dan adil serta tidak takut akan celaan orang lain. Tidak
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BAB IMPLEMENTASI
MODERASI
BERAGAMA
MUI DI INDONESIA

A. Terhadap Umat Islam

Nawir Yuslem®! mengatakan bahwa MUI adalah “Tenda
Besar Umat Islam”. Slogan ini menyiratkan makna moderasi
beragama MUI di Indonesia cukup kental. Tenda besar umat
Islam sebagai cerminan bahwa MUI ini telah menyiapkan
dirinya menjadi payung bagi seluruh umat Islam Indonesia,
payung yang memberi keteduhan di kala panas, menghindari
basah di kala hujan, mengihindari angin di tengah dinginnya
malam hari, dan menjadi menjadi tempat berlindung dari aniaya
musuh. Intinya memberikan ketenangan dan kedamaian bagi
seluruh umat Islam Indonesia.

Sikap MUI yang akomodatif terhadap kepentingan
keagamaan seluruh umat Islam Indonesia seperti digambarkan
di atas jelas sebagai pola implementasi moderasi beragama MUI
itu sendiri. Dalam hal ini MUI berbakti untuk umat Islam dengan
tidak membedakan suku, jenis kelamin, aliran dan paham
keagamaan serta polarisasi lainnya yang mereka miliki. Entitas
keislaman yang mereka miliki adalah satu-satunya indikator
yang menjadi jaminan bahwa mereka masuk dalam tenda besar
tersebut. Dengan demikian MUI menjadi satu-satunya
orgamisasi keagamaan Islam non partisan tertinggi yang

61 Prof. DR. Nawir Yuslem, MA. adalah Guru Besar UIN-SU, Pernah
menjabat sebagai Direktur Pascasarjana UIN-SU Medan, dan sekarang
sedang menjabat sebagai Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah
Sumatera Utara, dll.
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